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PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
nortronJ TAHUN 2013

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUNANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (l) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL2;

b.
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l.Jndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
'l'rrhun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
rlt'ngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
l('trtang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
l,r'rnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

I I r rdang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (trmbaran
Nt'gara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

t )n<lang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kompsi,
l(olusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan L,embaran
N<'gara Republik Indonesia Nomor 3851);

tl rrdang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang h euangan Negara (Iembaran Negara Republik Incionesia Tahun
',lOO3 Nomor 47, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

orrdang-Undang Nomor I Tahun 2O04 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
1irhun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

t.lndang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(l,t:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Llndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
'l'irlrttn 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
lrt'lx:rapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
tlrrtlang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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t.lndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Itcrnerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l€mbarall
Nt:gara Republik Indonesia Nomor 4438);

t I ndang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
lrr<lonesia Tahun 20O9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

tlrrdang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara
Itt'publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

f't:raturan Pemedntah Nomor 109 Tahun 2OO0 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 1r spaLla
l)rrcrah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
I rrclonesia Nomor 4O28);

I\:raturan Pemerints-h Nomor 24 Tahun 2O04 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan
Arrggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 90,
'l':rmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
rf t:rrgan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2QO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
l*rkyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Itcpublik Indonesia Nomor 4712);

l'craturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (l,embaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 12 tentang Perubahan Atas
I'craturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
N<:gara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Oo5 Nomor 138, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sslagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2Ol0 tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor I10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5155);

Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Vinimal (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tnmbahan lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4585);

l'1 l)craturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
l)cmerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara
Ilcpublik Indonesia Nomor 4593);

l)craturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(l,cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

I'craturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2Ol0 tantang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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.'t I'craturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tantang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
201 I Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 l9);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

.,. I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tai -un 2O11
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

. L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penfusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Rep,iblik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 309);

.ilr. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2Oll tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);

t.l{r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 694);

'.,.7 . Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 20O7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota banjarbaru Nomor 1);

'2t1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Iembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 );
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l)craturan Daerah Kota Banj arbaru Nomor 18 Tahun 2o11 tentang Anggaran Pendapatan

irr*;"rt"* tatun enggai;;2$12 (Le.,'baran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor

I,craturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran

l)irerah Kota Banjarb"r" i;il-'"; Anggaran 2QL2 (l*mbaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun

dan Belanja Daerah Kota
18);

PendaPatan dan Belanja
2OI2 Nomot 2):

Dengan Persetqjuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

I'I.:IT^TURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

I}^[.)ITAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

{l) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. IaPoran Arus Kas; dan
d. Catatan Atas LaPoran Keuangan'

1.,}l,aporanKeuangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilampiridenganlaporankinerjadanikhtisarlaporan
X"'rr""g"" Bada=n Usaha milik daerah / perrisahaan daerah'
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Pasal 2

l;tprran Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf a Tahun Anggaran 2Ol l sebagai beriku,. :it. Pendapatan Rp 685,978,284,454.40
b. Belanja Rp 55O,492,573,72L.OO

Surplus/Defisit Rp. 135,485,710,733.40

c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp
- Pengeluaran Rp 58,518,217,200.00

Pembiayaan Netto Rp. (58,518,217,200.00)

Pasal 3

(.lraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

l. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.99,298,914,452.4O dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 586,679,320,002.00
b. Realisasi Rp 685,978,2A4,454.40

Selisih lebih / (kurang) Rp. 99,298,9t4,452.4O

2. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(85,903,773,429,OO1dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 636,396,342,150.00
b. Realisasi Rp 55O,492,5T5,721.OO

Selisih lebih / (kurang) Rp. (85,903,7T9,429.001

3. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp.185,202,687,88L4o dengan rincian sebagai berikut;
a. Surplus / defisit setelah perubahan Rp (49,716,977,148.OO}
b. Realisasi Rp 135,452,560,060.40

Selisih lebih / (kurang) Rp. IgS,2O2,6a7,8gt.4O
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4. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (108,235,194,548.43) dengan rincian
sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp LO8,235,L94,948,43
perubahan

b. Realisasi Rp O,OO
Selisih lebih / (kurang) Rp. (108,235,194,348.43)

5. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,43 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp SB,SL8,2|T,2OO33

perubahan
b. Realisasi Rp 58,518,217,200.00

Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,43

6. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (108,235,194,348.00) dengan rincian sebagai
berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Neto setelah Rp 49,7L6,977,L48.OO
perubahan

b. Realisasi Rp (58,518,217,200.00)
Selisih lebih / (kurang) Rp. (108,235,194,343.00)

Pasal 4

Ncraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal i huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp L,755,452,265,729.L6
b. Jumlah Kewajiban Rp 2,501,258,503.00
(:. Jumlah ekuitas dana Rp L,752,951,507,226.16

Pasal 5

| .i r Poran Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 I
l)r'scmber Tahun 2012 sebagai berikut :
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Saldo Kas awal per 1 Januari 2OI2
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan
Anrs Kas dari aktivitas Pembiayaan
Arus Kas dari aktivitas non anggaran
Saldo Kas akhir per 31 Desember 2OL2

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

108,253,499,639 .43
257 ,803,617 ,536.24

(125,383,O92,2O1.00)
(59,518,2L7 ,2OO.OOl

(t3o,291,479.00)
195 ,245,309,990.93

Pasal 6

Catatan atas laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d Tahun Anggaran 2Ol2 memllat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran I
Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5
Lampiran I.6
Lampiran 1.7
Lampiran I.8
Lampiran I.9

Lampiran I.10
Lampiran I.1 1

Laporan Realisasi Anggaran
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;.
Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
Daftar Piutang Daerah
Daftar Penyertaan Modal ( investasi ) Daerah;
Daftar realisasi penambahan dan pengu.rangan aset tetap Daerah;
Daftar realisasi penambahan dan pengu.rangan aset lainnya;
Daftar kegiatan kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Daftar Dana cadangan Daerah; dan
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Darah.
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lr lampiran II : Neraca
,'. I;rmpiran III ; Laporan Arus Kas
,1, l,ampiran IV ; Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

l.lnrpiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) terdiri dari :

rr Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini;

lr. lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

li. t('ntuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
I )irt'r'rrh Tahun Anggaran 2Ol2 diatur dengan Peraturan Walikota.
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Pasal 10

[]urr"rrtr ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

til rrr'{rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
h**r r"u h Kota Banjarbaru.

Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam

04 Oktober 2013

llritANI

*,I.$:Uttr{rt npqkur r di Banj arbaru
jl l,rtrt,t,,tl 
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f INI-;ITAI,I KOTA BANJARBARU TAHUN 2OI3 NOMOR 9


